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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh oleh peneliti dan 

pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait dengan 

judul penelitian Implementasi Program Pemberdayaan Kelompok 

Pengemis Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Studi di Dinas 

Sosial Kota Cirebon). Dari permasalahan yang ada dapat disimpulkan 

diantaranya sebagai berikut :  

1. Implementasi Program Pemberdayaan Pengemis Untuk Meningkatkan 

Kemandirian Secara Ekonomi Oleh Dinas Sosial Kota Cirebon adalah 

sebagai berikut. Dinas Sosial Kota Cirebon telah melaksanakan 

program pemberdayaan pengemis melalui berbagai tahapan yang 

meliputi penjangkauan, pendataan, pelatihan keterampilan, serta 

pemberian bantuan modal usaha. Tujuan dari program ini adalah untuk 

membantu para pengemis agar dapat hidup mandiri secara ekonomi dan 

tidak kembali melakukan aktivitas mengemis di tempat umum. 

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga 

sosial, UPT Liposos, serta mitra kerja dari instansi lain. Proses 

implementasi berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan prosedur kerja 

yang telah ditetapkan, meskipun pelaksanaannya masih mengalami 

berbagai kendala di lapangan. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pemberdayaan Pengemis 

Untuk Meningkatkan Kemandirian Secara Ekonomi Oleh Dinas Sosial 

Kota Cirebon. Faktor pendukung dari program ini antara lain adanya 

kebijakan daerah yang melarang aktivitas mengemis di tempat umum, 

sinergi lintas instansi seperti kerjasama dengan Satpol PP, Sementara 

itu, faktor penghambat meliputi kurangnya kesadaran dari sebagian 

pengemis untuk berubah, keterbatasan sumber daya manusia dan 

fasilitas di dinas sosial, serta tantangan dalam memantau dan 
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mengevaluasi keberlanjutan usaha para pengemis setelah bantuan 

diberikan.

 

B. Saran 

1. Bagi Dinas Sosial Kota Cirebon Diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan program melalui penambahan tenaga sosial 

profesional, evaluasi berkala terhadap usaha yang telah diberikan 

kepada pengemis, serta penguatan pendampingan pasca bantuan agar 

kemandirian ekonomi benar-benar tercapai dan berkelanjutan. 

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Perlu adanya dukungan 

regulatif dan partisipatif yang lebih kuat. Pemerintah daerah dapat 

memperluas program pemberdayaan berbasis komunitas, sedangkan 

masyarakat diharapkan tidak memberi uang kepada pengemis di jalan, 

melainkan mendukung melalui jalur resmi agar rehabilitasi sosial dapat 

berjalan maksimal. 

 

 


